
WALIKOf A PALEMBANG 

PERATURAN DAERARKOTA PALEMBANG 

NOMOR 18 TAHUN 201J 

TENTANG 

PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IJIN GANG GUAN 

DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

W ALIKOT AP ALEMBANG, 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Unclang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu meninjau dan memperbaharui Peraturan 
Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Retribusi 
lziu Ternpat Usaha, guna disesuaikan clengan kelentuan pcraturan perunclang
undangan yaug lebih tinggi; 

Mengingat 

b. bahw~ berdasari<an pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hi.ruf a, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaau dan Rctribusi Jjin Gangguan. 

: 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Stbl Tahun 1926 Nbrnor 226 
diubah clan ditambah clengan S1bl Tahun 1940 Nomor 14 clan Nomor 450; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembeotukan Daerab Tingkat TI 
dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rl Tahnn 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821 ); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (J.,embarao 
Negara Rl Tahun I 981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Rl Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembar,m 
Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) 
sebagaimana te)ah diubah beberapa kali terakhir dengan Unclang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daeroh (Lembaran Negara RI Tahw1 2008 Nbmor 59, 
Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 4R44); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lentang Perimbangan Keua1g,1D Antara 
Pemeriotah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tapun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembarau Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Rl Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahon 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran 
Negara RI Tabuo 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851); 

9. Uodang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dao Pe,ngelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 5059); 

I 0. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 temaug Peraturan Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum. Acara Pidana t~embaran 
Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Rl J\oqior 3258) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20 I 0 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Piclana (Lembaran Negara RI 
Tahnn ?.0 10 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negam Rf Nomor 5145) ; 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara R1 Nomor 3838); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah 
Oaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82. T11111bahan 
Lembaran Negara Rl Nomor 4737); 

13. Peraturan Mentcri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 I Tahun 2006 ten1ang Jenis 
Usaha dan atau Kegiatan yang \Vajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan Hidup; 

14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tabun 2010 tentang 
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 
dan Surat Pemyataan Kesanggupan Pengclolaan dan Pemantauan Lingkungan 
Hidup; 

15. Peraturan Menteri Negara Lingkungao Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang 
Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegi.atan yang telah Tvfemiliki 
lziu tetapi Belum Memilik.i Dokumen Lingkungan Hidup; 

16. Peraturan Daerab Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentramao dan 
Ketertiban (Lembarnn Daerah Kola Palembang Tabuo 2002 Nomor 76), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Taliun 2007 
(Lembaran Daernh Kota PalemlY..mg Tahun 2007 Nomorl 3); 

17. Peraturao Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahuu 2004 tentang Pedoman dan 
Pembinaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota 
Palembang T ahun 2004 Nomor 3 1 ); 

18. Peraturan Daerah Kota Palembaag Nomor 6 Tahun 2008 tcntang Urosan 
Pemerintahan Kota Palembaog (I ,embaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 
Nomor6); 

19. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang 
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor I 0) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran 
Daerah Kota Palembang Tahun 20 IO Nomor 2); 

20. Pcraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2011 Lentang Dokumen 
Lingkungan Hidup (Lembaran Daerab Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 6). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG 

Dan 

W ALIKOTA PALEMBANG 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENT ANG PEM.BINAAN DAN R.ETRIBUSI IJJN GANGGUAN 

BAR I 
KETENTUAN mtUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah i.oi yang dimaksud dcngan : 

I. Daerah adalah Kota Palembang. 
2. Pemerintah Kola adalab Pemcrintab Kora Palembang, 
3, Wali.kota adalah Walikota Palembang. 
4. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat BKPMD 

adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kota Palembang. 
5. Kepala Badan adalab Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kota 

Palembang. 
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6. Sadan adalah suatu bcntuk badan usaha melipuli Perseroan Terbatas. Perseroan 

luinnya, Sadan llsaha Milik Negara utau Daerah dengan nama dan dalam bentuk 
apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, YayaSan atau 
Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensrun, dan Bentuk Badan Usaha Jainnya. 

7. Tim Teknis adalab kelompok kerja yang lerdiri dari unsur-unsur Sat\l\ln Kerja 
Perangkat Daerah, terkait yang mempunyai kompentensi rlibidangnya dan 
mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam mernberikan 
rckomendasi diterima alau ditolaknya sualu pem1ohonan yang rnen,1erlukan 
pertimbangan teknis. 

8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

9. Petugas adalah pegawai .Sadan Koordinasi Penanaman Modal Dacrah yang ditunjuk 
dan dilengkapi dengan Surat Tugas yang dilruldatangani oleh Kepala Badan. 

10. Pembinaan adalab serangkaian kegiatan monitoring, pengawasan dan evaluasi 
terhadap tempat usaha baik ijin gangguan ringan maupun ijin gangguan ber;it dalam 
rangka penyelenggaraannya agar sesuai dengan peruntukan. 

11. Tempat usaba adalah tempat- tempat untuk melakukan kegiatan usaha dan fasilitas 
yang menunjang tempat kegiatan usaba tersebut, secara teratur dalam suatu bidang 
usaha lertentu dengan maksud mencari keuntungan. 

12. Ij in tempat usaha adalab ijin yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan 
tempat usaba yang tidak menimbulkao babaya kerusakan, gangguan dan 
pencemaran lingkungan dalam Daerah. 

13. ljin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) 
adalah ijin yang diperJukan untuk mendirikan atan menggtmakan tempat usaha yang 
kegiatannya berdasarkan Pasal l ayat ( 1) Undang-Undang Gangguan (Hinder 
Ordonnantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226jo Tabun 1940Nomor 14 dan450. 

14. ljin Gangguan adalah pcmberian ijin tempal usaha di Jokasi tertentu yang dapat 
meninlbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk usaha yang Jqkasinya 
telah ditunjuk oleh Pemerintab atau Pemerintah Kota. 

I 5. Ijin Gangguan Ringan adalah ijin yang diperlukan untuk mendirikan a tau 
menggunakan tempat usaha yang diadakan dalarn Kota Palembang yang 
kegiatannya bcrdasarkan Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Gangguan (Hinder 
Ordonnantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 telah diubab dan di tam bah Stb l. Tabun 
1940 'Nomor 14 dan Nomor 450. 

16. Ijin Gangguan Berat adalab ijin yang diperlukan untuk mendirikan atau 
menggunakan tempat usaha yang kegiatannya berda<;arkan Pasal I ayat (I) Undang
Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Stbl. Tabun 1926 Nomor 226 telah diubah 
dan ditambah Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450. 

17. Dokumen lingkungan bidup adalab dokumen yang berisi informasi dan data 
mengenai suatu usaha dan/atau kegiatan serta memuat langkah-langkah pen,gelolaan 
dan pemantauan untuk menccgah penccmaran dan/atau kerusakao lingl-amgan bidup. 
Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hirlnp melipnti Oolmmen Anali.,is l'v)e..ogeooi 
Dampak Lingkungan Hidup (MIDAI,) atau Dokumen Upaya Pengelolaan 
Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKI.,-UPL), atau Sumi Pemyataan 
Pt:ngelolaan Lingkungan (SPPL). 

I 8. lndeks Lokasi yang selanj utnya disingkat 1L adalab angka pengalian dari lokasi 
tempat usaha. . . 

19. lndeks Gangguan yang selanjutnya disingkat IG adalab angka pengahan dari 
gangguan tempat usaha. 

20. Retribusi Daerah, yang selanjulnya disebut Retribusi adalab pungutan Daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pcmberian izin tertentu yang khusus di~iakan 
dan/atau diberikan Pemerintab Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

21. Wajib Retribusi adalab orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tercentu. 

22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertenlu yang merupakan batas waktu 
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari 
Pemerintah Kota yang bersangkutan. 
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23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adaljih bukti 

pembayarao atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan deogan mengguoakan 
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerab mclalui 
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota. 

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang ~elanjutnya disingkat SK.RO adalah surat 
ketetapan retribusi yang menetukan besarnya j umlah pokok retrihu.$i yang te.nttang. 

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya <lisingkat 
SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
rctribusi karena jumlah !credit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang 
atau seharusnya tidak terutang. 

26. Surat Tagihan Rettibusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adal,ab surat 
untuk melakukao tagihan retribusi dan/atau sanksi administtatif berupa bunga 
dan/atau denda. 

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya qisingkat 
SKRDLB adalah Surat Keputusan yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) 
baik pokok Retribusi, maupun sanksi administtasi. 

28. Pembayaran Retribusi Daer.th adalah besamya kewajiban yang harus dipenuhi olcb 
Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan S1RD ke Ka.5 Daerah atau ketempat lain 
yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan. 

29. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutllll Retribusi 
Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang 
bcrsangkutanmelaksanakan kewajiban unluk membayar Retribusi. 

30. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Palembang. 
31. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu clibidang Retribusi Daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 

keterangan dan/atau bukti yang dilaksaruikan secara objektif dan profesional 
berdasarkan sualu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan ;iemenuhan 
kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 

33. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakau 
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut 
Penyidik, unluk mencari serta mengumpulkao bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Oaerab yang terjadi serta menernu.kan 
tersangkanya. 

BABU 
MAKSUD DAN TUJ1JAN 

Pasal 2 

Pemhinaan ijin eaneeuan dimahudkan sehagai arahan, pecloman dan pengllwasan hagi 
penyelenggaraan tempat usaha agar sesuai dengan peruntukaunya. 

Pasal3 

Tujuan pembinaan dan pcngaturan penyelenggaraan ijin gangguan adalah sebagai 
upaya untuk rneni.ugkatkao pelayanan dibidang perijinan sehingga tcrwujudnya 
keteraturan, kebersihan dan legalitas tempat kegiatan usaha tersebut. 

BABID 
PERIJINAN 

Pasal4 

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan dan atau memperluas ijin gangguan 
harus mcndapat ijin dari Walikota. 
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Pasal 5 

(I) Untuk mendapatkan ijin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, £1emohon 
terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota. 

(2) Syarat pengajuan permohonan ijin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
adalah sebagai berikut : 

a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon. 
b. Photo copy Akte Notaris bagi yang berbadan bukwn. 
c. Photo copy lzin Penggunaan Banguoan (IPB). 
d. Photo copy Dokumen Lingkungan Hidup. 
e. Peta atau deoab lokasi. 
f. Rekomeudasi Camat. 
g. Rekomendasi dari Unit Kerja terkait. 
h. Photo copy lunas PBB Tabun terakhir 
,. Jjin letangga apabila diperlukan. 
J. Pasphoto ukuran 3 x 4 cm 2 lembar. 

Pasal 6 

(I) ljin gangguan diberikan atas nama Pcmohon. 

(2) ljin gangguan sebagainiana clirnaksud dalam Pasal 4, diterbitkan setelah memenubi 
persyaratan administrasi <.Ian tek.nis dari Instansi teknis terkait melalui Tim Teknis. 

(3) Anggota "lim Teknis sebagaimana dimak.sud pada ayat (2), ditetapkan dengan 
Keputusan Walikota disesuaikan dengan kompentensi kewenangan yaug dimiliki 
oleh SKPD lerkait. 

Pasal 7 

Setiap pemegang ijin gangguan diwajibkan memasang Plai Nomor dan memasang 
Petikan Surat ljin Gangguan pada dinding depan yang mudah dibaca 

BAB IV 

JANGKA WAKTU 

Pasal 8 

(I) Jangka waktu berlakunya ijin gangguan ditetapkan selarna usaha tersebut masih 
berjalan dan tidak mengaJami perubahan kegiatan, pimpinan maupun iua,s tempat 
usaha. 

(2) Uuluk peugendalian dan peugawasa11 Lerbadap ijin gangguan sebagaiu1ana 
dimaksud pada ayat (I), peroegang ijin wajib ruelakukan pendaftaran ulang setiap 
3 (tiga) tahun sekali terhitung stjak tanggal ditetapkannya ijin tersebut. 

Pasal 9 

(I) lJntuk mendaftar ulang, Pemohon terlebih dahulu harus mengajukan permohonan 
secara tertulis kepa<la Walikota. 

(2) Syarat pengajuan permohonan daftar ulang ijin gangguan sebagaimana diroaksud 
pada ayat (I), adalah sebagai berikut : 

a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon. 
b. Surat Ijin Ganguan asli. 
c. Photo copy Dokumea Lingkungan Hidup. 
d. Photo copy tunas PBB tahun terakhir. 
e. Pas photo ukuran 3 x 4 em 2 lembar. 
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Pasal 10 

(I) Walikota dapat menetapkan ijin bersyarat deogan pemberian batas waktu 
berlakunya terhadap ijin gangguan. 

(2) Untuk ijin g-.mgguan yang diberikan ijin bersyarat diwajibkao untuk ruelakukan 
perpanjangan ijin sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. 

(3) Untuk mendapatkan ijin bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon 
terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota 
melalui BKPMD. 

(4) Syarat pengajuan permohonan ijin bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
adalab sebagai berikut: 

a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon. 
b. Photo copy Akte Notaris bagi yang berbadan hukwn. 
c. Photo copy lz.io Penggunaao Banguoao (fPB). 
d.. Photo copy Dokumen Lingkungao Hidup. 
e. Peta atau denah lokasi. 
f. Rekomendasi Carnat. 
g. Rekomendasi dari lJ nit Kerja terkait. 
b. Photo copy lunas PBB Tabuu terakhir 
1. lj in tetangga. 
J. Pasphoto ukuran 3 x 4 cm 2 lembar. 

Pasal 11 

Ijin gaogguan dapat dicabut apabila pemegang ijin : 

a jika ijin gangguanoya diperoleh secara tidak syah; 
b. tida.k mela.kukan kegiatan-kegiatan pokok scsuai ijin yang diberikan; 
c. tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam surat ijin. gangguannya; 
d. mengada.kan perluasan (kapasilas, volume dan Juas) lempat usabaoya tanpa ijin dari 

Walikota; 
e. memindahtaogankan ijin tempal usabaoya kepada pibak lain; 
f. tidak melakukan daftar ulang; dan 
g. memiodahkan tempat usahanya. 

BABV 
NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

Pasal 12 

Deogan nama Retribusi ljin Gangguan dipw1g11t atas pelayanan pemberian ljin untuk 
tempat usaha dalam Dactah. 

Pasal 13 

(I) Objek Retribusi Jjin Ganguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah 
pemberian ijin tempat usnhn/kegiatao kepada orang pribadi atau Sadan )"ang dapat 
menimbulkan ancarnan bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasu.k pengawasao 
dan pengendalian kegiatao usaba secara tcrus menerus untuk mencegah terjadinya 
gangguan ketcrtiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memclihara ketertiban 
lingkungan, dan mernenuhi norrna keselamatan dan kesehatan kerja. 

(2) Objek Retribusi ljin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayal (I), les:diri dari : 

a. Ijin G-.mgguan Ringan (!GR), meliputi : 
I) Rwnah Salut, Klinik Bersalin, K.linik Kesehatan, Balai Pengobatan, Apotik, 

Toko Obat, Optikal, Laboratorium Kesehatan, Pengobatan Tradisiona.1 dan 
Tempat Praktek Dokter; 
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2) Penginapan, Wisma, Rumah Malan, Restoran Cafetaria, Toko Kopi, 

Permainan Anak-Anak, Tempat-Tempat Kos, Gedung Tempat Pesta, 
Tempat-Tempat Hiburan dan Tempat-Tempat Olahraga yang bersifat 
komersial; 

3) Salon, Panti Pijat, Tcmpat Gunting Rambut, Penjabit Pakaian. Kerajinan 
Songket dan Kerajinan Kerang; 

4) Toko Serba Ada (Toserba), Toko, Warung Serba Ada (Waserba), Pasar 
Swalayan, Pusat Perbelanjaan, Kantor Badan Hukum dan Kantor Biro Jasa; 

5) Tempat Usaha Bahan Bangunao dan Pembuatan Uk.iian/Kerajinan Kayu; 
6) Ruang Pamer Kendaraan Mobil/Molor, Warung Telekomunikasi (Wartel), 

Percetakan Tan.pa Mesin dan Perbaikan Elektronik; 
7) Tempat Penyimpanan Ba.rang tanpa pengolahwi, tanpa mesin dan 

menyimpan barang yang tidak berbahaya baik terbu.ka maupun tertutup; 
8) Tempat Usaha Perparkiran Khusus; 
9) Tempat-Tempat Pendidikan Non Formal atau Pendidikan Luar Sekolah 

(PLS) yang bersifat komersil; 
I 0) Tempat-Tempat Parneran yang melakukan transaksi. dagang. 
1 l) Tempat cucian kendaraan bel'tilotor tanpa bengkcl dan salon. 

b. Ijin Gungguan Bcrat (IGB), meliputi : 
1) Bengkel, galangan kapal, landasan pesawat udara dan bengkel kereta api; 
2) Pabrik yang menghasilkan bahan kimia, korek api, gas, porselin, kecamik, 

kaca clan lain-lain; 
3) Pabrik yang meoghasilkan tapioka, karct, getah perca/bahan men.gandung 

karet, kopi, muk.llllan, minuman clan mie; 
4) Mengolah/menyimpan barang yang mudah menguap/barang berbahaya; 
5) Pengolahan lemak, darnar, bungkir, kelapa, sampah, jenis kecambah; 
6) Pemotongan Hewan, Pengulitao, Penyemiran, Pengasapan dan Pengawetan; 
7) Tempat latihan menembak, ruang kerja yang mengerjakan barang yang 

mudah meledak dan menyimpan/mengolah bahan yang mudah 
menguap/berbahaya; 

8) Peleburan logam, pertukangan besi, pertukangan kayu, penggilin£,an batu, 
pembakaran gentiog, penggergajian kayu, pemahatan batu dan lain-lain; 

9) Bangsal kapuk, pembatikan, bangsal tempat menggaotungkan tcmbakau clan 
pemerahan susu; 

10) Pcnyewaan kereta, pompa besi.o. (SPBU), cucian/bengkel/salon kendaraan 
bermotor, percetakan dengan mesin dan ruang kerja biro reklame; 

11) Tempat pemeliharaan burung walet; 
12) Hotel, diskotik dan bar. 

(3) Tidak termasuk objek Retribusi ljin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau 
Pemerintah Kota. 

Pasall4 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi a.tau Badan yang memperoleh ijin rertenru dari 
Pemerintah Kota. 

BAB VI 
GOLONGAN RETRIBUSI 

Pa.5al 15 

Retribusi ljin Gangguan digolongkao sebagai Retribusi Perijinao Tertentu. 

BABVH 
CARA MENGOKUR TINGKAT PENGGUN AAN JASA 

Pasal 16 

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah berdasarkan jenis, lokasi., luas, 
koefisien dan frekwellSi. 
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BABV1ll 

WILAYAHPEMUNGUTAN 

Pasal 17 

Retribusi yang terutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas 
yang dihe.rikan. 

BABIX 
KETENTUAN RETRIBUSI 

Pasal 18 

(1) Untuk setiap pemberian Jjin Gangguan dikenakan retribusi. 

(2) Besarnya retribusi Ijin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 
sebagai berikut : 

a. Retribusi Ijin Gangguan Ringan : 
l . Golongan I dengan luas ruangan tempat usaha dan fasilitas yang 

mendukungnya sampai dengan 25 meter persegi sebesar Rp. 200.000,-/izin 
2. Golongan Tl dengan luas ruangan tempat usaha dan fasilitas yang 

mendukungnya lebih dari 25 meter persegi sampai dengan 50 meter persegi 
sebesar Rp. 275.000,-/izin 

3. Golongan ITT dengan luas ruangan tempat usaha dan fasilitas yang 
mendukungnya lebih dari 50 meter persegi sampai dcngan I 00 meter persegi 
sebesar Rp. 375.000,-/izin 

4. Golongnn TV deogan luas ruangan lempat usaha dan fasilitas yruig 
mendukungnya lebib dari 100 meter persegi sampai dengan 200 meter 
persegi sebesar Rp. 475.000,-/izin 

5. Golongan V dengan luas ruangan tempat usaha dan fasilitus yang 
mendukungnya lebih dari 200 meter persegi sampai dengan 300 meter 
persegi sebesar Rp. 525.000,-/izin 

6. Golongan VT dengan luas rnangan tempat usaha dan fas:litas yang 
mendukwignya lebih dari 300 meter pecsegi sampai dengan 400 meter 
persegi sebesar Rp. 575.000,-/izin 

7. Golongan VTI dengan luas ruangan tempal usaha dan fasilitas yang 
mendukungnya lebib dari 400 meter persegi, ditetapkan sebesar Rr. '.l.000,
permeter persegi perizin. 

b. Retribusi [jin Gangguan Berat (RIGB) ditetapkan berdasarkan variabel sebagai 
berikut: 
1. Luas Ruangan Tempat Usaha (LRTU) dan Fasilitas yang mendukungnya. 
2. lndeks Gangguan (IG). 
3. Indeks Lingkungan (fL). 
4. Tarif Lingk:ungan (fL ). 

Rumus: 
RIGB = TL x IL x IG x LRTU dan fasilitas yang mendukungnya. 

I. Besarnya TarifLingkungan (TL) adalah sebagai berikut: 
a) Lingkungan lndustrii 

Kawasan lndustri Rp. 4.000,- penneter persegi 
b) Lingkungan Pertokoan Rp. 5 .000,- penneter persegi 
c) Lingkungan Pasar Rp. 6.000,- permeter persegi 
d) Lingkungan Pergudangan Rp. 7.000,- permeter persegi 
e) L,ingkungan Pernmahan Rp. 8.000,- permeler persegi 
f) Ungkungan Sosial Rp. 9.000,- permeter persegi 

2. Indeks Lokasi (IL) adalah sebagai berikut: 
a) Jalan utama, indeks 2 ( dua) 
b) Jalansekunder, indeks 1,5 (satu setengah) 
c) Jalan lingkungan, indeks l (satu) 

3. lndeks Gangguan (JG) adalah sebagai berikut : 
a) Gangguan Besar indeks 2 ( dua) 
b) Go.n.gguno Sednng indeks l (sntu) 
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4. Luas Ruaogan Tempat Usaha (LRTU) adalah luas ruangan tempat 1J$aha dan 

fasilitas yang meodukungnya yang diberikan ijin. 

5. Indeks Lokasi dan Indeks Gaogguan scbagaimaoa dimaksud pada ayat (2) 
huruf b angka 2 dan angka 3, ditetapkan oleh Walikota 

c. Apabila ijio. gangguan bcrat mcnggunakan alat-alat kerja berupa uap, air, gas 
dan motor lainnya dikenakan retribusi tambahan sebagai berikut: 

I. Kekuatan mesin sampai dengan 10 PK, Rp. 50.000,-/izin 
2. Kekuatan mesin lebih dari 10 PK sampai dengan 25 PK, Rp.100.000,-/izin 
3. Kekuatan mesi.11 lebih dari 25 PK sampai dengan 50 PK, Rp.150.000,-/izin 
4. Kekuatan mesin lebib dari 50 PK sampai dengan l 00 PK, Rp.20C.OOO,-/izin 
5. Kekuatan mesin lebih dari l 00 PK sampai dengan 150 PK.,Rp.250.000,-/izin 
6. Kekuatao mesin lcbib dari 150 PK sampai dengan 200 PK,Rp.35C.OOO,-/izin 
7. a. Kekuatan mcsin 201 PK - 500 PK ditetapkan Rp. 1.500.000,-fizin 

b. Kckuatan mesin 501 PK - 1000 PK ditetapkan Rp. 2.500.000,-!izi.n 
c. Kekuatan mesin 1001 PK 2000 PK ditetapkan Rp. 5.000.000,-lizin 
d. Kekuatan mesin 2001 PK ke atas ditetapkan Rp. 7.500.000.-/izin 

(3) Besarnya retribusi daftar ulang ijin gangguan ditetapkan scbesar 50 % (lima puluh 
persen) dari tarif scbagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Ma~a berlaku l.zin Gangguan adalah 3 (tiga) tabun dan dapat dipecpanjang. 

BA.BX 
PRINSll' DAN SASARAN DALAM PENET AP AN TARIF 

Pasal 19 

(I) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perijinan Tcrtentu 
didasarkan pada tujuan untuk menutup scbagian atau scluruh biaya peoyelengaraan 
pemberian ijin yang bcrsangkutan., 

(2) Biaya. penyelenggaraan pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
meliputi penerbitan dokumen ijin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, 
penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian ijin tersebut. 

Pasa.120 

( I) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilakukan dengan 
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

(3) Penetap,m torif retribnsi seoog,,im•n• dimaks\ld p,1da ayat (2), diteti,pka.o de.ng,,n 
Peraturan Walikota. 

BABXI 
WILAY AH PEMUNGUTAN 

Pasal21 

Rctribusi yang tcrutang dipungut dalarn Daerah tempat pelayanan jasa dan fnsilitas 
yang diberi.kan. 

BABXn 
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI 

Pasal 22 

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang han1s d ilunasi sekaligus dimuka 

(2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SK.RD atau dokwnen lain 
yang dipersamakan. 
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(3) Kctcntuan lcbih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, lempat 

pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan 
Walikota. 

BABXIJI 
PF.MUNC.UTAN RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pemungutan 

Pasal 23 

(l) Pemungutan retribusi dilaraog diborongkan. 

(2) Retribusi dipungm dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(3) Hasil pungutan rctribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas 
Umum Daerah. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pungutan retribusi diatur 
dengan Peraturan Walikota. 

Bagian Kedua 
Pemanfaatan 

Pasal 24 

(J) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk 
mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan 
yang bersangkutan. 

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ), ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Bagian Ketiga 
Keberatan 

Pasal 25 

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota ata1l pejabat 
yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia deugan disertai. alasan
alasan yangjelas. 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka walctu paling Jama 3 (tiga) bulan sejak 
tanggaJ :SK.RU diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjtL<kan bahwa 
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

( 4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana diroaksud pada ayat (3) idalab suatu 
keadaan yang terjadi di luar kebendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Re:ribusi dan 
pelaksaoaan penagihan Retribusi. 

Pasal26 

(I) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat 
Keberatan diterima harus membcri keputusan atas keberatan yang diajukf dengan 
ro.enerbitkan Surat Keputusan Kebcratan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), adalab untuk :nemberikan 
kepastian hulnun bagi Wajib Rctribusi, bahwa keberatan yang dinjukan h~rus diberi 
keputusan oleh Walikota. 

(3) Keputusan W alikota atas keberdtan dapat bcrupa menerima selurubnya atuu 
sebagian, menolak, atan 111enambah besamya Retribusi yang terutang. 
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(4) Apabila jangkn waktu scbagairnana dimaksud pada ayat (I) telah lewat dan 

Walikota tidak memberi suatu kepucusan, keberatan yang diajukan tersebut 
dianggap dikabulkan. 

Pasal 27 
(l) Jika pengojuon kcbcratan dikabulkan sebagian atau seluruhoya, k_elebihan 

pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2% (dua 
persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. 

(2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dihitung sejak bulan pelunasan sampai 
dengan diterbitkannyn SKRDLB. 

BAB XlV 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 

PEM.BEBASAN RF.TRIBUSI 

Pasal 28 

(I) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanandan pcmbebasan retribusi. 

(2) Pemberian pengurangan, keringanao dan pembebasan retribusi SEbagaimana 
dimaksud pilda ay11t (l), dcngan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. 

(3) Ketentuan lebib lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan 
pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota 

BABXV 
l'ENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN 

Pasa1 29 

(I) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib rctribusi dapat mengajukan 
pennohonanpcngcmbalian kepada Walikota. 

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak citerimanya 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sehagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan 
Walikota tidak memberikan suaru keputusan, permohonan pengembalian 
pembayaran rctribusi dianggap dikabulkan atau SKRDLB harus diterbitkl\,n dalam 
jangka waktu paling lama l (satu) bulan. 

(4) Apabila wajib retrihusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran 
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) langsung dipcrhitungkan untuk 
melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. 

m Pengembalian kelebiban pembayaran retribusi sebagaim.ana dimaksud pada 
ayal (1), dilakukan <lalam jangka waktu paling lama 2 (dua) t:ulan sejak 
diterbitkannya SKRDLB. 

(6) Jika pcngcmbalian kclcbihan pcmbayaran retribusi dilakul<an setelah lcwat 2 (dua) 
bu!an, Walikota memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sehulan atas 
keterlarnbatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi. 

(7) Ketentuan Jebih lanjut m.engenai lata cara pengembalian kelebihan pernbayaran 
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), diatur dengan Peraturan Walikota. 

BAB XVI 
PENAGlBAN 

Pasal 30 

(I) Penagiban retribusi terutang dilakukan de.ngan menggunakan STRD dengan 
didahului Surat Teguran. 
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(2) Pengeluaran Surat Tcguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi 

dikeluarkan segera setelah 7 (tl\juh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (I ) dikeluarkan oleh Walikota 
atau pejahat yang dit11n,juk. 

BAB XVTI 
KEDALUW ARSA PENAGIHAN 

Pasal 31 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi mcnjadi kedaluwarsa setelah m.;lampaui 
waktu 3 (tiga) tahun tcrhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib 
Retribusi melakukan tindak pidana di bidang rctribusi. 

(2) Kedaluw.irsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayal (I) tertangguh 
jika: 
a. diterbitkan Surat Te!,"llran; atau 
b. ada pengakuan utang retrihusi dari Wajih Retribusi, baik langsung maupun tidak 

langsw1g. 

(3) Da!am hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. 

( 4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimak~l.ld pada ayat (2) 
huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatal.:an masih 
rnempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota. 

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b, dapat dikctahui dari pengajuan perrnohonan angsuran atau 
penundaan pembayarnn dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 

Pasal 32 

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melak-ukan 
pcnagihan sudall kedal uwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Walik.ota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi )ang sudah 
ke<laluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ). 

(3) Ketentuan lebih Ianjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah 
kcdaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota. 

BAB XVlil 
J>EMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 

Pasal 33 

(1) Walikota berwenang rnelakukan peroeriksaan untuk roenguji kepatuhan 
peroenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakao peraturan perundang
Wldangan retribusi. 

(2) Wajjb retribusi yang diperiksa wajib : 
a. Memperlihatkan dan/atau memi.njarnkan buku atau catatan, dokumen yaog 

menjadi dasarnya dan dokumen lain yang be(hubungan dengan objek r:etribusi 
yang terutang. 

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang <lianggap 
perlu dan memberik.an bantuan guna kelancaran pemeriksaan ; daniaum 

c. Memberikan keterangan yang diperlukan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pcmeriksaan rctribusi diatur dcngan 
Pcraturao Walik.ota. 



BABXlX 
SANKSl ADMJNSTRA TlF 

Pasal 34 
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Dalam hal waiib retribusi tidak membayar tepal pa<la waktunya atau kurang membayar, 
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari 
retribusi yang terutang atau kurang dibayar. 

BABXX 

l'ENYIDIKAN 

Plllial 35 

(1) Pcjabat Pegawai Negeri Sipil terteulu di lingkungan Pemerintah Kota diberi 
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 
dibidang Retribusi Daerah, sehagaimana cLimaksud dalam Uodang-Undang Hukum 
Acara Pidaoa. 

(2) Penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat {I) adalah Pejabat Pegawai Negeri SipiJ 
(PPNS) tertentu di lingkungan Pemerint:ah Kota yang diaogkat oleb Pejabat yang 
berwenang sesua.i dengan ketentunn pcruhltan pcrundang-undangan. 

(3) Wewenang Penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat (I) adaJah : 

a. meoerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan 
berkenaan dengan tindak pidana di bidaog Retribusi Daerah agar keterangan 
atau laporao tersebut menjadi lebib leagkap dan jelas ; 

b. meneliti, mencari, dun mengumpulkan ketcrangan mengeoai orang pribadi atau 
Badan tcntang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana Retribusi Daerah ; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan 
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di 
bidang Retribusi Daerah ; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahao bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti 
tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalarn rangka pelaksanaan t.ugas penyidikan tindak 
pidana di bidang Rctribusi Daerah ; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseordJlg meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas 
orang, beoda, dan/atau dokumen yang dibawa; 

b. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ; 
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 
J. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukao tindakan lain yang pedu untuk k.elancaran penyiclikan tindak pidana 

di bidang Retribusi Daerdh sesuai dengan ketenluan peratunin perundang
undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimak.sud pada ayat (l) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil peoyidikannya kepada Penuntut Umum 
rnelalui Penyiclik Pejabat Polisi Negara Republik fndonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
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BABXXI 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 36 

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan 
keuangan dacrah diancam pidami kurungan paling lama 3 (liga) bulan atau ridana 
denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak: atau kurang 
bayar. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (I) merupakan penerimaan negara 

BABXXD 
KETEl'\TUAN PERALIHAN 

Pasal 37 

Dalam jangka waktu I (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, 
setiap orang atau badan yang meoyelenggarakan ijin gangguan barus menyc.suaikan 
dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. 

BAB XXIII 
J>ENUTUP 

Pasal 38 

Dengan dibcrlakukannya Peraturan Daerah uu, maka Peraturan Daerah Kota 
Palembang Nomor 3 Tahun 2006 teotang Pembinaan dao Retribusi Izin Tempat Usaha 
(Lembaran Da~rah Kota Palembang Tabun 2006 Nomor 3 SERI C) besena peraturan 
pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak bedaku. 

Pasal 39 

(I) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebagai koordinator pemungutan 
Rctribus Daerah. 

(2) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah adalah sehagai Satuan Ke1ja 
Perangkat Daerah teknis pelaksana Peraturnn Daerah ini. 

(3) Hal-bal yang bersifot teknis belum diatur dalam Peracuran Daerah in:, !;epaojang 
mengenai pclaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota. scsuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 40 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diuodang)can. 

Agar setiap orang mengetahuinya. memeriotahkan pcngundangan Perotura.'l I:>aerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembarao Daerah Kota Palembang. 

-Ofund.a,gkan di pat~band ·~ 
P:id:i tinggal 10-- , ... 2.0·11 

SEKRETARIS OAE:RAH 
KOT" PALEMBANG ---C", I~~~~';\;'~ DAERAH K: PALEWIANC3' 

TAHUN 2011 NOMOR l6 b C 

Ditetapkao di Palembang 
pada tanggal 10 Agustus 201 I 

W LIKOTA PALEMBANG, 

H. EDDY SANT ANA PUTRA 


